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Dalam rangka pembahasan LHP BPK RI atas La.poran Keuangan
Pemerintah Provinsi I"ampung Tahun anggaran 2Ot6, DPRD Provinsi
Lampung telah membentuk Panitia Khusus I untuk Pembahasan
tersebut.

Sehubungan dengan hat diatas Panitia Khusus I mengharapkan
bantuan Bapak untuk menugaskan salah satu Dosen Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis sebagai Narasumbert/knaga ahli Pansus dalam
Pembahasan LHP BPK Ri untuk dapat memberikan masukan dan sararr
perbaikan terhadap hasil akhir dan atau perbaikan LHP BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun anggarar 2OL6.

Demikian untuk maklum, atas bantuan dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.
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Nomor Revisi
Tol. Berlaku Maret 2013
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Halaman 1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas

kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung di bawah ini:

Nama

Jabatan

: Dra. Rosmiati Tarmizi, M.M., Ak., C.A.

: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Ahli pada Pansus DPRD Provinsi Lampung untuk

Pembahasan LIIP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan

terimakasih.

Dr.
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Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2Al4 tentang Tata Tertib, untuk mendukung pelaksanaan tugas
-!-- Y'rTlEr'\ E-----,:---: r --*.*-.*-" -!.----:+ -4!!=-^-=-+.!-(:afii itg-rvgiictiiti Lit l-\u i i ijl.lft$r &ririiiiiJiiir6y LlCiff€L LttilLiilaisr
Kelompok Pakar I Tim Ahli sesuai kebutuhan;

b. tratr;,ra sehu-hrtngan rlengan maksr:ct hunrf a tersehut di atas,
agar pelaksana€rnnya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi
dan berdayaguna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
De_:.1,4p Peg.qr_'e&:1cn Fa_lq'2q De_era& Pr+r.'rasi L+:npr-rag tenta:rg
Penunjukan Kelompok Pakar/Tim Ahli Panitia Khusus Terhadap
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Daerah Tingkat I I"ampung (Lembaran Negara Republik
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang Kedudukan
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peratu-ran Peme-rintah Nomor 16 Tahun 2AlO tentarrg Pedoman
Pen5nrsunan Peraturan Deuran Penrrakilan Ralqyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralcyat Daeratr;
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5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016
tentaag Anggaran Pendapatan dan Bela:r_ia Daera! provrnsi
Lampung Tahun Anggaran 2Ol7;

6. Pera-tr-r-ran De--':san Persrakilan ltakvat- flaerah Prr,vinsi l,ampung
Nomor L Tahun 2Al4 tentang Tata Tertib;

?. Pera.turan Gubernur Lampung Nomor 14 ?ahun 2O1O tentang
Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Ahli/Kelompok
Pakar Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
seba-ga"imaaa telah diubah deng.an Peraturan Gubernur
I"ampung Nomor 11 Tatrun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang
IVlekanisme da:e Prosed-r-rr Penga:rgkata:r Tenaea Ahli lKelampok
Pakar Dewan Perurakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Sttrat Ke-t-r:a Panitia Khusus {Pansus} Terhadap LHP-BPK-RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tatrun 2016
Nomor 01/ Pansus I/ I[.01 I 2OL7 perihal Permintaan Tenaga
Ahli;
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LAMPUNG TAHUN 2016
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sebagaimana tercacltum pada Kepuhrsan ini, sebagai Kelompok
Pakar/Tim Ahli Panitia Khusus Terhadap LHP-BPK-RI atas I"aporan
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Fg"* Kelompok Pakar/Tim Ahu sebagaimana dimaksud. pada
Dik+;;rn !{esatr: +.d eJa,h :

a. sebagai narasumber Panitia Khusus Terhadap pembahasan LHp-
BPK-RI atas l.aporan Keuangan pemerintah provinsi Lampung
-iairun 20i6; <ian

b. memberi masukan dan saran perbaikan terhad.ap hasil akhir dan
atau Perbaikan LHP-BPK-RI atas l,aporan Keuangan pemerintah
Provinsi Lampung Tahun 2016.

Kelompok Pakar/?im Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Sawab dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua panitia Khusus- dimaksud
melalui Sekretaris Dewan perwa.kilan Rakyat Daerah provinsi
Lampung

Dalam melaksanaan tugasnya, kepada Kelompok pakar/Tim Ahli
di-berika:r honorar-rurrr sei:esar Rp. 3.0oo.ooo,- (tiga juta rupiahi per
bulan/ kegiatan yang dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2oLT pada
Doicumen Peiaksanaan Anggaran sekreiariat Dpftii Frov-rr-rsi
Lampung pada kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung
edrninisfrasi /felrnis nc,rlrarrforan Knr{e Relreninrr
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2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbehrng;
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Provinsi Lampung TA. 20 17

2. Dra ROSMIATI
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Abstrak 
 
 

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang 
paling mengemuka dalam pengelola administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan 
yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan 
masyarakat disamping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemeintahan dari 
“rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai 
suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan 
fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 
 
Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, 
yaitu : 

 Fungsi legislasi 
 Fungsi penganggaran, dan 
 Fungsi pengawasan 

Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik/tepat/pantas. 
Dalam menjalankan fungsi pengawasan maka DPRD perlu melakukan telaah atas 
temuan-temuan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung 
untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah 
ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efesien disamping 
itu pengawasan memiliki tujuan utama antara lain : 

 Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; 
 Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap 

penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan; 
 Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan; 
 Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan pembahasan dari teman-teman tersebut DPRD akan memberikan 
rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Lampung untuk dapat ditindaklanjuti guna 
perbaikan untuk periode yang akan datang. 
 
Keyword : LHP BPK RI 
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I. PENDAHULUAN 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi Lampung merupakan entitas yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan. 

Sebagaimana implementasi Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan 

rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD 

dengan dilampiri Laporang Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); paling sedikit meliputi dari 

(a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; (c) 

Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan perubahan Ekuitas; 

dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. 

Penyusunan Laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi kepada publik, dan diharapkan pula dapat menjadi dasar pengambilan 

keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa 

yang akan datang. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK wilayah Lampung telah melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan 

keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang 

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa 

laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi 

komprehensif lainnya. 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang 

bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, 

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen 

dikarenakan informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang 

substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan 
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memerlukan pihak yang independen tersebut untuk mendapatkan penjelasan tentang 

kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Tujuan 

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/ 

opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 

berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, 

BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan 

hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Opini 

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan 

keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa. 

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); opini wajar tanpa 

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan 

keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

• Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); opini wajar dengan 

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang 

berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan 

keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan. 

• Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan bahwa 

laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang 

material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan 

oleh para pengguna laporan keuangan. 

• Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – 

TMP (disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa 

laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan 

kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan 

bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan 

tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemberian opini berdasarkan evaluasi sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan 

atas laporan keuangan mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern, yaitu 

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem 
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pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur 

pengendalian intern sebagai berikut. 

• Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem 

pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. 

• Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran 

penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang 

diperiksa. 

• Kelemahan struktur pengendalian intern adalah kelemahan yang terkait dengan 

ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian 

intern yang ada dalam entitas yang diperiksa. 

Kepatuhan 

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas 

laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan 

penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 

sebagai berikut. 

• Kerugian negara/daerah atau kerugian yang terjadi pada perusahaan milik 

negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa/daerah uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

• Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan 

negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang 

dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa 

berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. 

• Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah 

menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah 

karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. 

• Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang 

berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan 

tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi 

hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak 

mengandung unsur indikasi tindak pidana. 

• Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan 

harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang 

melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan 

serupa pada waktu yang sama. 

• Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan 

kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. 
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• Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) 

yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat 

atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan 

organisasi tidak tercapai. 

Dalam upaya menciptakan good governance yang saat ini menjadi issu sangat penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentulah diperlukan pengawasan yang optimal 

agar supaya penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya sebagai 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.  

DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tepat. 

Salah satu tugas DPRD adalah menelaah laporan pemerintah BPK terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah guna membahas temuan-temuan untuk dapat ditindak lanjuti. 

Berkenaan dengan hal di atas Pemerintah Provinsi Lampung telah menyajikan Laporan 

Keuangan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

tugasnya dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Lampung telah melakukan 

pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dengan memberikan opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion). Namun demikian masih terdapat beberapa temuan 

yang berhubungan dengan masih kurang memadainya sistem pengendalian intern dan 

tidak dipatuhi ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Temuan-temuan ini perlu 

mendapat perhatian bagi pihak eksekutif untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

Sehubungan dengan temuan-temuan ini DPRD Provinsi Lampung telah melakukan 

pendalaman dan pembahasan dengan pihak terkait. Hasil pembahasan ini nantinya 

digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur supaya 

ditindak lanjuti. 

Agar supaya pembahasan dan pemberian Rekomendasi dapat lebih terarah, tepat 

sasaran dan tepat guna, DPRD melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya 

untuk bertindak sebagai nara sumber dalam menelaah dan membahas laporan hasil 

pemeriksaan BPK. Tenaga ahli dalam hal ini bertugas memberikan saran, masukan dan 

pertimbangan kepada DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan 

kapabilitas dan kompetensinya. 
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II. Materi dan Pembahasan DPRD terhadap LHP BPK RI 

a. Setelah melakukan telaah terhadap hasil pemeriksaan BPK RI pada 

pemerintah Provinsi Lampung dapat diuraikan temuan-temuan di bawah ini. 

1. Lingkungan Pengendalian. Jajaran pimpinan dan pegawai Pemprov 

Lampung secara umum telah menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang memadai. Namun, masih terdapat kelemahan terkait 

dengan pengendalian dan pengawasan dari penggunaan Anggaran (PA) atas 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Penilaian Resiko. Jajaran pimpinan Pemda wajib melakukan penilaian resiko, 

yang terdiri atas identifikasi dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian 

resiko, pimpinan pemda menetapkan tujuan pada tingkat 

OPD/Program/Kegiatan. Tujuan pemda wajib dikomunikasikan kepada 

seluruh pegawai. Namun, penilaian resiko, yang terdiri atas identifikasi dan 

analisis resiko belum dilaksanakan secara memadai oleh jajaran pimpinan 

Pemprov Lampung. 

3. Aktivitas Pengendalian. Jajaran pimpinan pemda wajib menyelenggaran 

kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari 

tugas serta fungsi yang bersangkutan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan 

oleh Pemda terdiri atas: 

 Pelaksanaan reviu oleh manajemen tingkat atas. 

 Reviu pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan 

kelengkapan informasi. 

 Penetapan dan pemantauan indikator/ukuran kinerja. 

 Pemisahan tugas dan fungsi. 

 Reviu otorisasi kepada pegawai tertentu dalam melaksanakan transaksi, 

pencatatan atas transaksi dan pendokumentasian transaksi. 

Berdasarkan hasil telaah ternyata pelaksanaan aktivitas pengendalian belum 

dilaksanakan secara maksimal dan memadai. Hasil pendalaman Pansus 

dengan beberapa OPD terkait memperlihatkan kurang maksimalnya aktivitas 

pengendalian kegiatan oleh Pimpinan Pemda, seperti manajemen informasi 

yang lemah, dukungan SDM yang berkompeten rendah, dan sebagainya. 

4. Informasi dan Komunikasi. Sehubungan dengan perencanaan pembangunan 

daerah, Pemprov Lampung telah melaksanakan Musrenbang. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk menjaring berbagai informasi dan menjalin 

komunikasi antar tingkatan di daerah, yang diharapkan akan menghasilkan 

suatu kesepakatan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui rapat 

rutin yang dipimpin oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, maupun 

sekretaris daerah. Namun, ada beberapa yang erlu mendapat perhatian dan 

perbaikan, yaitu optimalisasi pengetahuan dan pemahaman peraturan 
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perundang-undangan yang terbaru oleh para unsur penyelenggara di 

lingkungan OPD. 

5. Pemantauan. Pemantauan SPI dilaksanakan secara berkelanjutan, evaluasi 

terpisah, dan tindak lanjut hasil audit dan Review lain. Terhadap aspek ini pun 

Pansus sepakat dengan BPK RI bahwa pelaksanaan pemantauan belum 

dilaksanakan secara memadai oleh Pemprov Lampung. 

6. Pengelolaan Keuangan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

7. Pertanggung jawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan 

8. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan denda 

9. Realisasi belanja modal tidak sesuai kontrak 

10. Kesalahan penganggaran dalam belanja modal, belanja barang dan jasa serta 

belanja subsidi 

11. Dokumen pertanggungjawaban belanja tidak lengkap 

12. Pembayaran tunjangan tidak tepat sasaran 

13. Penentuan tarif tidak sesuai ketentuan 

14. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Belum Optimal 
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III. Rekomendasi 

Dengan memperhatikan temuan-temuan dan mempelajari Laporan Hasil Audit BPK RI 

serta hasil RDP Pansus LHP BPK RI DPRD Provinsi Lampung, maka Panitia Khusus 

DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan sebagai berikut: 

 

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) terkait agar menindaklanjuti semua rekomendasi dari temuan-

temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana termuat 

dalam Buku I, II, dan III, baik rekomendasi yang bersifat ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, perbaikan dan konsistensi 

pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal, evaluasi dan 

perbaikan kinerja SDM ASN dilingkungan pemerintah, perbaikan 

administrasi laporan keuangan yang akuntabel, dan pengembalian uang. 

2. Pemerintah  Daerah  dibawah  koordinasi  Sekda agar  melakukan  

penataan  dan perbaikan  pengelolaan keuangan daerah  pada  semua  

OPD,  mulai  dari ketaatan terhadap peraaturan, penguatan sumber  daya  

aparatur ASN,  kinerja pengawasan, sistem  dan  mekanisme 

pertanggungjawaban pengelolaan yang transparan, akuntabel, jelas dan 

tegas. 

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait agar meningkatkan 

pengendalian dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  

keuangan  daerah  pada  semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

4. Agar dibentuk Tim  Tindak  Lanjut  Pemerintah  Daerah  untuk dapat 

segra menyusun  action  plan  secara  sistimatis dan  terstruktur  dengan  

target  waktu  yang  jelas  dalam  rangka  menindaklanjuti rekomendasi 

dari temuan-temuan yang diberikan oleh BPK-RI dengan mempedomani 

rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Provinsi Lampung, paling lambat 

60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh BPK-RI. 

5. Tim  Tindak  Lanjut  Pemerintah  Daerah  agar  melaporkan  hasil  

pelaksanaan rekomendasi  dan  action  plan  yang  telah  dilakukan  secara  

berkala  kepada  DPRD Provinsi Lampung dan BPK-RI Perwakilan 

Provinsi Lampung sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2010. 

6. Rekomendasi  yang diberikan  oleh  BPK-RI,  DPRD serta  action  plan  

yang disusun  oleh Tim Tindak lanjut Pemerintah Daerah untuk menjadi 

perhatian dari semua OPD agar temuan-temuan tidak terulang kembali 

dimasa-masa yang akan datang. 

7. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhdapa OPD atas kinerja 

pengelolaan keuangan dan memberikan  sanksi  kepada  pihak-pihak  

yang  terkait  yang melakukan kesalahan sesuai dengan kewenangan dan 

peraturan  perundanganperundangan  serta  memberikan  reward  
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kepada  pihak-pihak  atau  OPD  yang  telah menunjukkan perbaikan 

pengelolaan keuangan daerah. 
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IV, PENUTUP
Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada
Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait segala sesuatu yang menjadi
masukan, saran dan gagasan sebagaimana bertujuan agar tertuang di dalam pokok-
pokok evaluasi dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam
implementasi penatausahaan keuangan; penyempurnaan sistem, mekanisme dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah; sefta pemantapan sistem informasi keuangan
daerah.

Beberapa kelemahan, kendala dan kekurangan dalam kinerja manajemen keuangan
yang teridentifikasi dan terinventarisasi di dalam laporan ini, akan menjadi komitmen
bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung untuk terus
di.perbaiki dalam penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran berikutnya, melalui
penguatan sinergisitas keiembagaan, beriiasarkarr prinsip kepercayaai-r bersama
(mutual trust), serta asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas
kepentingan umum: dan asas keterbukaan dalam sistem penyelenegaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

Melalui masukan. saran dan gagasan sebagaimana tertuane di dalam pokok-pokok
rekomendasi, kami berharap institusionalisasi kemitraan (partnership) akan semakin
terbina baift, dengan mengedepankan kesepahaman antar unsur-unsur, penyelenggara
Pemerintah Daerah yang terdiri tiari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD
Provinsi Lampung dapat semakin diperkuat, berdasarkan Tugas Pokoh Fungsi dan
Kewenangan masing-masing kelembagaan, sebagai kesatuan counterpart qrstem yang
bersifat integral. Untuk itu, berbagai rekomendasi terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi tampung ini, agar dapat dimaknakan sebagai riukungan
DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dalam mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera.
The last but not the least pada kesempatan berbahagia ini. perkenankan kami
menyampaikan penghargaan kepada iaiaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung yang telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung proses
pembahasan Laporan Hasii Pemeriksaan BPK Ri Pada Pemerintah Provinsi Lampung
dan Instansi Terkait.

Bandar Lampung 13 Juli 20L7
Tenaga Nara Sumber

rmizi, M AK, CA
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